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MOTTO

“Yang bisa ditulis, dikatakan, dan dikomunikasikan,
selalu lebih sederhana dibandingkan dengan
apa yang dilakukan di lapangan™

' Gede Prama. 2001:21. Inovasi atan Matt. Elex Media Komputindo Jakarta
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RINGKASAN

Setiap perusahaan dalam perkembangannya pasti mempunyai hutang dan
ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada “keadaan berhenti membavar”.
Permohonan pailit merupakan pilihan akhir yang tepat bagi seorang kreditur yang
ingin menagih piutang dan seorang debitur yang sudah terbelit hutang,
Penvelesaian sengketa khususnya mengenai kepailitan tidak mutlak dilakukan
lewat Pengadilan Niaga, tetapi dapat juga diselesatkan melaln jalur alternatif,
salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase adalah suatu cara penvelesaian sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase
(klausula arbitrase) yang dibuat secara tertulis oleh para pthak vang bersengketa.
Klausula arbitrase dicantumkan dalam suatu perjanjian karena dikehendaki para
pithak yang membual perjanjian itu, dimana apabila timbul suatu sengketa atau
perselisihan, para pthak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase.
Klausula arbitrase tersebut dapat dibuat sebelum terjadi sengketa yvang dapat
dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri, dapat juga
dibuat setelah terjadi sengketa vang dimuat dalam penanjian tersendirni dan
terpisah dari perjanjian pokok yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa
kepada arbitrase.

Skripsi im membahas mengenai masalah vang berkaitan dengan proses
penvelesaian perkara kepatlitan dalam perjanjian vang mencantumkan klausula
arbitrase menurut UU No_30 Tahun 1999 dan bagaimana kewenangan Mahkamah
Agung mengadili kepailitan dalam perjanjian managemen tumkey yang
mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No. 013 PE/N/1999.

Tuuan darn sknpsi i adalah untuk mengetabhw bagammana proses
penyelesaian perkara kepailitan dalam perjanjian yang mencantumkan klausula
arbitrase menurut ULl No.30 Tahun 1999, serta untuk menpkaji dan menganalisa
kewenangan Mahkamah Agung mengadili  kepalitan dalam  penanjian
managemen “turmkey” vang mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara

No.013 PK/N/1999.

X1
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Metode vang digunakan dalam pendekatan masalah adalah metode yuridis
normatil’ vaitu pendekatan masalah yang menggunakan sumber data sekunder.
maksudnya mengka)i dan menganalisa suatu putusan Mahkamah Agung
berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya vang
berlaku dan berkaitan serta landasan teoritis pendapat para sarjana vang terkait
dengan masalah vang dibahas, Analisa terhadap data dan permasalahan yang
dibahas menggunakan anabisa deskniptif kualitatil vang selamjutnya ditarik
kesimpulan secara dedukuf

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa arbitrase mempunyai
kewenangan vang absolut untuk menvelesatkan sengketa vang tmbul dan
perjanjian arbitrase dimana hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang
bersengketa, schingga kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan
mengadili sengketa fersebut menjadi gugur. Saran penulis, sebaitknya UL
Kepathtan No4 Tahun 1998 membenkan batasan vang tegas mengenal
kewenangan absolut untuk memenksa dan mengadili perkara kepmlitan apabila
dalam suatu perjanpian dicantumkan klausula arbitrase, menjadi kewenangan
Pengadilan Niaga atau kewenangan arhitrase, serta Mahkamah Agung sebagai
lembaga tertingg dalam mencan keadilan seharusnya Kkonsisten dalam
menegakkan hukum sehingga tidak terjadi kesalahan kewenangan untuk

memeriksa dan mengadili suatu sengketa vang timbul dan perjanjian arbitrase.

xiil



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Horreot—trofaidlllldl Y A J LIV LAUGAL) I L LI )

BAB 1
PENDAHULUAN

i.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan dalam perkembangannya pasti mempunyai hulang. Bagi
perusahaan, hutang bukan merupakan suatu hal vang buruk asal mampu
membavar kembali. Perusahaan yang demikian disebut perusahaan vang solvabel
artinya perusahaan yvang mampu membayar hutang-hutangnyva. Sebaliknya,
perusahaan vang tidak mampu membayar hutang-hutangnva lagi disebut
insolvabel. Sebuah perusahaan yang keadaannya terus menurun, ada kemungkinan
perusahaan 1tu sampat pada suatu “kedaaan berhenti membayar™ yaitu suatu
keadaan dimana si pengusaha (debitur) tidak mampu lagi membayar hutang-
hutangnya. Bila keadaan berhenti membayar in1 benar-benar terjadi atau menjadi
kenyataan, maka hakim dapat menjatuhkan pailit pada perusahaan vang
bersangkutan.

Permohonan pailit merupakan pilthan akhir vang tepat bagi seorang
kreditur vang ingin menagith piutang dan seorang debitur yang sudah terbelit
hutang. Dewasa ini, hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan
dalam hukumnya. D1 Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada dengan
munculnya undang-undang Kkhusus scjak tahun 1905  vaitu  dengan
diberlakukannya Stb. 1905-217 jo Sth.1906-348, 1etapi tidak scpenuhnva sesuai
dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah
Penundaan Kewayban Pembayaran Utang (PKPU). Pemenmah berdasarkan
ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menetapkan UL No.4 Tahun 1998 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-
undang, sebagar salah satu sarana hukum vang menjadi landasan bagi
penyelesaian utang-piutang.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang-
prutang, terwujudnya mekanisme penvelesaian sengketa secara adil.cepat, terbuka,

dan efektif melalw suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum vang
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dibentuk dan bertugas menangani, memernksa dan memutuskan berbagan sengketa
tertentu di bidang permiagaan termasuk & bidang kepailitan dan PKPU juga
sangal diperlukan dalam  penyelenggaraan kegiatan usaha  dan kehidupan
pereckonomian pada umumnya.

Penyelesaisn  sengkela khususnva mengenar kepailitan ndak  mutlak
dilakukan lewat Pengadilan Niaga, tetapi dapat juga diselesaikan melalui jalur
alternatif. Adanya berbagai kelemahan vang melekat pada badan pengadilan
dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun
tidak, maka banvek kalangan yang mgin mencan cara lain atau institusi lain
dalam menyelesaikan sengketa i luar badan-badan pengadilan. Model
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat terkenal adalah apa yang
disebut dengan arbitrase. Institusi arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk
menyvelesatkan sengketa di luar pengadilan. Masih banyak alternatif penvelesaian
sengketa di luar pengadilan, meskipun tidak sepopuler lembaga arbiirase,
misalnya litigasi.

Dalam prakick dunia peradilan di Indonesia, vunsprudensi juga telah
mengakul kompetensi absolut dan arbitrase untuk menvelesaikan sengketa vang
timbul dan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Schingga dengan
dicantumkannya Klausula arbirase dalam  perjanpian dan svatu ketika  timbul
senpheta yang  bersumber  duri perjunjian  lersebul, maka  yang  berwenang
mengadilinya adalah badan arbitrase vang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan
menyebabkan pengadilan tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa tersebut

Berdasarkan uratan di atas, materi vang akan dibahas termasuk ruang
lingkup hukum perdata dalam bidang hukum perjanjian khususnyas mengenar asas
kebebasan  berkontrak  serta  peraturan-peraturan  yang  berkattan  dengan
diperbolehkannya lembaga arbitrase sebagm alternauf penyelesaian sengketa vang
dibatasi pada perjanjian yang bersifat kontraktual vang terdapat adanya suatu
klausula arbitrase, sehingga penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam
bentuk  skripst  dengan  judul TINJAUAN  YURIDIS TENTANG
KEWLENANGAN  MENGADIL]  KEPAILITAN  DALAM  PERKARA
PERJANJIAN MANAGEMEN “TURNKEY" YANG MENCANTUMKAN
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KLAUSULA ARBITRASE (PUTUSAN MAIIKAMAIlL AGUNG NO.OI3
PR/N/D99 TANGGAL 2 AGUSTUS 1999).

1.2 Rumusan Masalah
Menghindan kesimpangsiuran dalam penulisan, maka perlu dibenkan
batasan permasalahan vang akan dibahas setelah mengetahui latar belakang dan
ruang lingkup penulisan yaitu :
|. Bagaimanakah penvelesmian perkara kepailitan dalam peranjian yang

mencantumkan klausula arbitrase menurut UL No 30 Tahun 1999 9

I

Bagaimanakah  kewenangan Mahkamah Agung mengadili kepailitan
dalam perjanjian managemen “turnkey” vang mencantumkan klaosula
arbitrase dalam perkara No.013 PK/N/1999 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang terdiri dan tujuan umum
dan tujuan khusus yaitu
1.3.1 Tujuan Umum

Tuwjuan umum penulisan skripsi i merupakan (ujuan yang bersifal
akademis, meliputy

I. Scbagai syarat untuk melengkapi persyaratan guna meraih  gelar
kesarjanaan bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Sebagal sarana penerapan (Imu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang
didapat selama kubah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan
praktek vang terjadi dalam kehidupan masyarakat;

3. Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum, khususnva dalam
bidang hukum perdata.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus vang ingin dicapai dalam penulisan skripst mi adalah :

I. Untuk mengkaj dan menganalisa proses penyelesaian perkara kepailitan
dalam perjanjian vang mencantumkan klausula arbitrase menurut UU
No.30 Tahun 1999;
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2. Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan Mahkamah  Agung
mengadili  kepailitan dalam  perjanjian managemen “turnkey” vang

mencantumkan klausula arbitrase dalam perkara No 013 PK/N/1999.

1.4 Manfaat Penulisan
Mantaat penulisan skripsi ini adalah
b Untuk menambah wawasan 1lmu pengetahuan sebagai bekal dalam hidup
bermasvarakat;
Sebagar sarana perbandingan dan diskusi dalam wacana ilmiah untuk

[

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu cara untuk menemukan, menganalisa
masalah vang ada dan menguji kebenaran dalam penulisan. Adapun metode
penulisan yang digunakan adalah sebagai benkul
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatun masalah vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis normatil yailu pendekatan vang dilakukan dengan menganalisa dan
mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnva vang berlaku dan berkaitan serta landasan
leoritis pendapal para sarjana yang terkait dengan masalah vang dibahas.
1.5.2 Sumber Data

Sumber data vang digunakan dalam penulisan skripsi i adalah sumber
data sekunder yaitu sumber data vang berupa tulisan meliputi

1. Bahan hukum primer, vaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku,

misalnya undang-undang;

!‘u

Bahan hukum sekunder, vaitu bahan hukum vang erat hubungannva
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, misalnya hasil karya 1lmiah para sanana;
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2. Untuk mengkaji dan menganalisa  kewenangan  Mahkamah  Agung
mengadili  kepailitan dalam pepannan managemen “turnkey” vang

mencantumkan Klausula arbitrase dalam perkara No 013 PK/N/1999.

1.4 Manfaat Penulisan
Mantaat penulisan skripsi i adalah
I Untuk menambah wawasan 1lmu pengetahuan sebagai bekal dalam hidup
bermasyarakat;
2. Sebagai sarana perbandingan dan diskust dalam wacana ilmiah untuk

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penulisan merupakan suatu cara untuk menemukan, menganalisa
masalah vang ada dan mengupn kebenaran dalam penulisan. Adapun metode
penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis normatil’ vailu pendekatan vang dilakukan dengan menganalisa dan
mengkaji suatu putusan Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang dan
peraturan perundang-undangan lainnva vang berlaku dan berkaitan serta landasan
leoritis pendapal para sarjana yang terkait dengan masalah vang dibahas.
1.5.2 Sumber Data

Sumber data vang digunakan dalam penulisan skripsi i1 adalah sumber
data sekunder yaitu sumber data vang berupa tulisan meliputi

1. Bahan hukum primer, vaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku,
misalnya undang-undang;

!"nJ

Bahan hukum sekunder, vaitu bahan hukum vang erat hubungannva
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para sarjana;
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3. Bahan hukum tersier, vaitu bahan hukum vang membenkan informasi
tentang bahan hukum primer dan baban hukum sekunder, misalnva kamus
(Soemitro, 1990:11).
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi i
adalah studi hteratur vaitu pengumpulan data vang dilakukan dengan cama
membaca,mempelajari,dan mengkaji bahan pustaka vang relevan dengan masalah
vang ada schingga dapat digunakan scbagai landasan teori untuk mencari
pemecahan dart masaluh-masalah yang akan dibahas
1.5.4 Analisa Data

Analisa terhadap data dan permasalahan vang akan dibahas menggunakan
analisa deskriptif kuahtaufl vaitu suaty metode pengolahan data vang diperoleh
dengan cara memberikan uraian atau gambaran suatu permasalahan dengan
dilandasi peraturan perundang-undangan vang berlaku sehingga tampak hubungan
secard menyeluruh (Sockanto, 1986:68), Penarikan kesimpulan, menggunakan
metode deduktif yvaitu suatu cara pengambilan kesimpulan dan pembahasan vang
bersifat umum menuwju pembahasun vang bersifat khusus, schingga tercapailah

hasil vang sesual dengan tujuan dan penulisan skripsi ing
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN KERANGKA TEORI

2.1 Fakta

Fakta yuridis “Kewenangan mengadili kepailitan dalam perkara perjanjian
managemen “turnkey” vang mencantumkan klausula arbitrase”, penulis
mengambil dan kasus yang merupakan putusan Mahkamah Agung No 013
PK/N/1999 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah memerniksa.
mengadili, dan memutus perkara tersebut pada tingkat Peninjauan Kembali (PK).
Gambaran kasus vang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah sebagai
berikut :

PT Enviromental Network Indonesia (PT Enindo/kreditur 1) berdasarkan
perjanjian managemen “turnkey” 30 Oktober 1995, telah menerima pekerjaan jasa
termasuk konstrukst bidang industri agrikultur-provek tambak udang milik PT
Putra Putri Fortuna (PT PPF/debitur T). Dalam perjanjian managemen “turnkey”
tersebut disepakati bahwa pihak penerima proyek (PT Enindo/kreditur I) akan
membayar lebih dahulu semua pengeluaran untuk proyek tersebut. PT PPF akan
mengganti pembayaran dengan menggunakan vang milik PT PPF International
Corp (debitur 11), Canada, scbagal pihak penvandang dana proyek tersebut.

Perjanjian managemen “turnkey” tersebut berlaku untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak 30 Oktober 1995, Tanpa alasan vang sah, pada 27 Juni 1997
pihak pemben proyek (PT PPF/debitur | dan PT PPF International Corp/debitur
11) dengan sccara paksa dan sepihak mengakhin perjanjian managemen “tumkey”
dan mengambil alih semua pekerjaan dan PT Enindo.

PT Enindo mempunyai piutang vang belum dibavar oleh pemberi proyek
yang berdasarkan hasil audit akuntan publik Collins Barrow, hutang pemberi
proyek kepada penenima proyek sebesar US § 496 284. Berdasarkan kesepakatan,
hutang debitur akan dibayar secara bertahap

I. 5 Oktober 1998 = US $ 250.000
2. 31 Desember 1998 = US § 246 284



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kesepakatan 1ni tidak ditepati dan setelah ditegur beberapa kali, pihak debitur
belum juga membayar hutangnya tersebul. Ternvata ada kreditur lain vang
mempunyal piutang kepada debitur vaitu Kelompok Tani Tambak FSSP
Maserrociannae ( kreditur 1)

Di dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat apabila timbul sengketa
akan diselesaikan melalu arbitrase yaitu jika pihak-pihak vang bersangkutan tidak
dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan atau cara damai, maka
masing-masing pihak dapal membawa perselisihan itu ke hadapan arbitrase.

Karena hutang masih belum dibayar dan menurut kreditur bahwa debitur
telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan, maka kreditur mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat dengan petitum sebagai berikut ;

I, Menernma dan mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan termohon | ( PT PPF ) dan termohon Il ( PI PPF
International Corp ) berada dalam keadaan pailit,
Menunjuk hakim pengawas;
Mengangkat saudara Yan Apul,S.H. sebagai kurator;

L e LY}

Biaya perkara. .. dst.

PENGADILAN NIAGA
Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam putusannya menilai bahwa
permohonan kepailitan pemohon yang mendasarkan pada klausula arbitrase
tersebut merupakan kompetensi absolut dan arbitrase, Berdasarkan pertimbangan
tersebut. majelis hakim memberi putusan sebagai berikut
|. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa

dan memutus perkara permohonan kepailitan ini;

1

Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon (PT

Emndo).
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MAHKAMAH AGUNG ( KASASI)

PT Enindo sebaga1 pemohon kepailitan menolak keputusan Pengadilan
Niaga tersebul dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan
mengemukakan beberapa alasan kasasi.

Majelis Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara tersebut dalam
putusannya menilai bahwa putusan judex facti Pengadilan Niaga telah salah
menerapkan hukum, sehingga putusan judex facti harus dibatalkan, selanjutnya
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis Mahkamah
Agung memberikan putuasan sebagai benkut -

Mengadili :
1. Mengabulkan permohonan kasasi dan pemohon kasasi PT Enindo;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga lakarta Pusat

No.14/Pailit/1999/PN Niaga/ Jkt. Pst
Mengadili sendiri :

I. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa

dan memutus perkara ni;

13

Mengabulkan permohonan pernyatan pailit yang diajukan oleh pemohon

PT Enindo;

3. Menyatakan para termohon : 1. PT PPF dan 2. PT PPF International Corp
dalam keadaan pailit;

4, Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan
mengangkat hakim pengawas,

5. Mengangkat saudara Yan Apul S.H. sebagai kurator;

6. Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi kurator;

7. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar

Rp.5 juta (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2 juta

(dua juta rupiah) dibebankan kepada harta pailit.

MAHKAMAH AGUNG ( PENINJAUAN KEMBALLI)
Pemohon kepailitan, PT PPF dan PT PPF International Corp menolak
putusan kasasi Mahkamah Agung dan mengajukan pemeriksaan PK ke paniteraan
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Pengadilan Niaga Akhirnya, Majelis PK Mahkamah Agung memberi putusan
sebagai berikut
Mengadil;
1. Mengabulkan permohonan PK;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Apung No.012 K/N/1999 dan putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailit/ 1999/PN Niaga/Tkt. Pst.
Mengadili kembali :
1. Menolak permohonan pailit dan pemohon | PT Emndo dan pemohon 1
Kelompok Tam Tambak FSSP Maserrociannae:
2. Menghukum termohon PK (pemohon pailit) untuk membayar semua biaya
perkara baik vang jatuh pada Pengadilan MNiaga sebesar Rp.5 juta (lima
juta rupiah} maupun dalam PK sebesar Rp.2 500 000.- (dua juta lima ratus

ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum
Menganalisa permasalahan diperlukan dasar hukum sebagai landasan
penyusunan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun vang dijadikan
dasar hukum adalah :
I. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
a. Pasal 1313
“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”™
b. Pasal 1320

Untuk sahnva persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
a. kesepakatan mereka yang menmkatkan dinnya;
b. kecakapan untuk membuat suatu penkatan;
c. suatu hal vang tertentu;
d suatu sebab yang halal.
c. Pasal 1338
Semua persetujuan vang dibuatl secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mergka yang membuatnya.
Persetujuan-persetujuan 1tu tidak dapat ditank kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak. atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
Persctujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2

B

1

Digital Repository Universitas Jember

Undang-undang No.14 Tahun '970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman
Hal penting yang dapat diketahui dari undang-undang im yaitu pada
bagian penjelasan pasal demi pasal tentang diperbolehkannya arbitrase
sebagai penyelesaian suatu sengketa. Penjelasan tersebut dapat dilihat
pada pasal 3 ayat (1) kalimat kedua vang berbunyi “penyelesaian perkara
di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalw wasit (arbitrase)
tetap diperbolehkan.”™
Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
a, Pasal | angka |
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase vang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ”
b Pasal 3
“Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa para
pihak vang telah tenikat dalam perjanjian arbitrase. ™
¢. Pasal 11 ayat (1) dan (2)
Avat(l)

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penvelesaian sengketa atau beda pendapat vang
termuat dalam perjanpiannya ke Pengadilan Negen

Avyat (2)

Pengadilan Negen wanb menolak dan tidak akan campur tangan &
dalam suatu penyelesman sengketa vang telah ditetapkan melaln
arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditctapkan dalam
undang-undang 1m.
Pasal 1 ayat (1) UL Nod Tahun 1998 tentang Penctapan Peraturan
Pemenntah  Penggantt  Undang-undang No 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-
undang

Debitur yvang mempunymi dua atau lebih kreditur dan ndak membavar
sedikitnya satu hutang vang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan  vang  berwenang

10
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannyva sendin.
maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturmya.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian dan Asas-asas Perjanjian

Secara eumologi, perikatan adalah terjemahan dan istilah aslinva dalam
bahasa Belanda verbuntenis. Istilah perikatan imi lebih umum dipakai dalam
Interatur hukum Indonesia, ada pula yang menerjemahkan dalam perjanjian atau
persetujuan. Ketentuan mengenai perjanjian terdapat dalam Buku || KUHPerdata
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atay
lebih.™

Projodikoro (1993:9) membenkan definisi perjanjian adalah -

“suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana
suatu pihak berjan)i untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak yang lain
dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut”

Berdasarkan urman tersebut ada subvek penanmjian yaitu kreditur dan
debitur, Kreditur mempunyai hak terhadap prestasi, sedangkan debitur wajib
memenuhi prestasi.

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian vaitu :

| Adanya pihak-pthak

Pihak yang ada di simi paling sedikit harus ada dua orang Para pihak
bertindak sebagai subvek perjanpian tersebut. Subyek bisa terdin dan
orang pribadi atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari orang
pribadi, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk
melakukan hubungan hukum. Subyek perjanjian ini harus mampu atau
berwenang melakukan perbuatan hukum seperti ditetapkan undang-
undang,
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. Adanya persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat penanjian atau dalam membuat suatu
penjanjian haruslah dibenkan kesempatan yang sama kepada keduanya, hal
ini disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian Konsensus
harus ada tanpa disertai paksaan, tipuan, dan keraguan Persetujuan m
bersifat tetap. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaaan tanpa syarat
atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak vang satu diterima
oleh pihak yang lamnya. Dengan disetujuinya olch masing-masing pihak
tentang syarat-syarat dan obyek mengenar perjanjian itu, maka tmbuliah '
persetujuan.

. Adanya tujuan vang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang
ingin dicapai, dan dengan perjanpan itulah tujuan tersebut ingin dicapai

atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ngin mereka capai,
baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal im
mercka selaku subvek dalam perjanjian tersebut,

- Harus ada prestasi yang dilaksanakan

Dengan  adanva  persetujuan, maka timbullah kewapban  untuk
melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan suatu kewajiban yvang
hanva dapat dipenuhi jika mengadakan perjanpian denpgan pihak-pihak
sesual dengan syarat-syaral perjanjian

. Adanya bentuk tertentu

Suatu penjanpan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalum suatu
perjangian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta otentik
maupun di bawah tangan.

. Adanya syarat-svarat tertentu

Ist dalam suvatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu
perjanjian - menurut  ketentuan  pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
menyatakan babwa persetujuan vang dibuat secara sah berlaku sebaga
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

(Muhammad. 1993:225).
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Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan

asas-asas perjaniian sebagal benikut

1.

I

Asas konsensualitas, vaitu perjanjian teradi ketika ada sepakat Hal imi
dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 ayat (1)
KU HPerdata).

Asas kebebasan berkontrak, vaitu setiap orang bebas untuk membuat
perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban
umum dan undang-undang (pasal 1338 ayat ( 1) KUHPerdata).

Asas pacta sun servanda, yatu perjanjian vang dibuat secara sah
berlakunya sebagat undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal
1338 ayat (1) KUHPerdata).

Asas iktikad baik, dibedakan dalam pengertian subvek dan obyektif
Iktikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak vang
terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyekufl bahwa
perjanjian tidak boleh bertemtangan dengan norma-norma vang berlaku di
masyarakal (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

Asas pelengkap foptional). hukum perjanjian bersifat pelengkap arinya
pasal-pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila pihak-pihak
vang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan sendin
yang menyimpang dart ketentuan pasal undang-undang, tetapi apabila
dalam penanpan yang mereka buat ndak ditentukan maka berlaku
ketentuan undang-undang,

Adanya akta penanjian vang telah disepakati bersama diharapkan bahwa

ist perjanjian tersebut benar-benar dilaksanakan olch para pihak, sehingga tujuan

diadakannya perjanjian tersebut dapat tercapai dan terpenuhi. Namun ada kalanva

suatu perjanpan terhambat pelaksanaannya

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian sah apabila telah memenuhi syarat-syaral sebagmimana

dinyatakan di dalam pasal 1320 KUHPerdata vaitu -

|

Adanya kata sepakat bagi mercka vang mengikatkan diri;

13
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(%]

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Adanya hal terientu,

Adanya scbab yang halal,

Keempat syarat di atas merupakan syaral pokok bagi setiap perjanjian

LT

artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat svarat tersebut untuk menjadi
perjanjian yang sah Syarat kesepakatan bag mereka yang mengikatkan dirinya
adalah merupakan pertemuan atau persesuaian kehendak satu sama lain atas isi
perjanjian. Dengan mengucapkan kata “sepakat™ secara lisan, tanpa dituntut
adanya suatu bentuk tertentu, hal tersebut menandakan bahwa telah tercapai
kesepakatan diantara kedua belah prhak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan
dalam perjanjian yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut mengikat bagi
mereka vang membuatnya untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu kesepakatan
dikatakan semu atau tidak murni bila kesepakatan itu diberikan karena adanya
suatu kekhilafan, paksaan, dan penipuan (pasal 1321 KUIPerdata). Kesepakatan
semu bukan merupakan perjanjian yang sah.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti membahas tentang
subvek hukumnya yaitu sesuatu yang dapat melaksanakan perbuatan hukum atau
yang menjadi pihak dalam hubungan hukum. Kita mengenal dua macam subyek
hukum ymitu orang pribadi dan badan hukum. Pasal 1329 KUHPerdata
menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan bila 1a
oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Dalam pasal 1330 KUHPerdata
ditentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain

I. Orang yang belum dewasa,

2. Mercka yvang berada di bawah pengampuan,

3. Orang-orang perempuan, dalam hal vang ditetapkan undang-undang setiap
orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-
persetuyjuan tertentu (dengan berlakunya UL No I Tahun 1974 tentang
Perkawinan maka orang-orang perempuan dianggap cakap membuat
perjanjian),

Svarat adanya hal tertentu adalah obvek perjanjian. Suatu perjanjian harus

mempunyai obyek tertentu, baik jenisnya maupun jumlahnyva harus disebutkan

14
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dengan jelas dalam perjanjian. Biasanya obyek perjanjian tersebut berupa barang-
barang vang dapat diperdagangkan Barang-barang vang dipergunakan untuk
kepentingan umum, seperti jalan umum, pelabuhan, gedung-gedung umum, dan
schagainya tidak dapat dijadikan obyek suatu perjanjian.

Syarat adanya sebab yang halal maksudnya adalah mengenai isi perjanjian.
Suatu sebab vang halal adalah sesuatu vang menyebabkan orang melaksanakan
suatu perjanjian atau yang mendorong seseorang membuat perjanjian. Sebab vang
halal menurut pasal 1337 KUHPerdata adalah

I. Tidak bertentangan dengan undang-undang;

b

Tidak berientangan dengan kesusilaan;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Konsckuensi yundis tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdata dalam suatu
perjanjian adalah berbeda-beda sesuai dengan persyaratan mana vang tidak
terpenuhi. Syarat kata sepakat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan
merupakan syarat subyektif karena menyangkut tentang orang Bila syarat
subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya
bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalannya kepada
Pengadilan Negen. Sedangkan, syarat hal tertentu dan sebab vang halal
merupakan syarat obycktif karena menyangkut tentang obyek perjanpian. Bila
syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinva
bahwa perjanjian tersebut telah batal dengan sendirinya

2.3.2 Kepailitan
a. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dan bahasa Belanda faillier.
Mengenai definisi kepailitan tidak ditemukan dalam undang-undang, sehingga
para sarjana memberikan pengertian yang berbeda vang ditinjau dari berbagai
segt, namun pada asasnya mempunyal tujuan yang sama.

Arti yang onsinil dari pailit atau bangkrut adalah seorang pedagang vang
bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu vang cenderung untuk mengelabui
pthak  krediturnya.  Sedangkan dalam FEnsiklopedia Ekonomi  Keusngan
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Perdaganpan discbutkan bahwa vang dimaksudkan dengan “pailit atau bangkrut
antara lam adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinvatakan bangkrut dan
vang aktivanya atau wansannya telah diperuntukkan membayar hutang-
hutangnya™ (A, Abdurrachman dalam Fuady, 1999:8)

Kepailitan menurut Memor: van Toelichting (penjelasan umum) adalah
“suatu  pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berhutang
guna kepentingannya bersama para vang menghutangkan™ (Situmorang dan
Hendri Soekarso, 1994:19)

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pailit
atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai
perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-
bagi secara adil diantara para kreditur™ (Fuady, 1999:8).

b. Syarat Kepailitan
Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat
yuridis sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 avat (1) UL Kepailitan
No.4 Tahun 1998 yaitu schagai berikut :
I Adanya hutang,

[

Adanya debitur;

Mempunya dua atau lebth kreditur,

&= W

Tidak membayar sedikitnya satu hutang vang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh

I Pihak debitur,

Satu atau lebih kreditur,

Jaksa untuk kepentingan umum,

Bank Indonesia jika debiturnya bank;

Hadan Pengawas Pasar Modal (Bapepam ) jika debiturnya perusahaan efek.
Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan No 4 Tahun 1998 menyebutkan bahwa
permohonan pernvataan palit dapat dikabulkan apabila terdapat fakia atau

19

" A e

keadaan yang terbukti secara sederhana persyaratan untuk dinyatakan pailit

16
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No4 Tahun 1998 tentang
syarat kepailitan telah terpenuhi.

2.3.3 Arbitrase
a. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase atau perwasitan setiap negara mempunvai perbedaan
Secara ctimologi, arbitrase berasal dari kata arbiter artinya wasit Jadi, pada
dasarnya arbitrase atau perwasitan adalah :

suatu peradilan perdamaian dimana para pihak sepakat agar perselisthan
mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya,
diperiksa dan diadili oleh hakim yang ndak memihak vang ditunjuk oleh
para pthak sendin dan putusannya mengikat bagi kedua belah pthak
(Purwosutjipto, 1983:1).

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa

vang harus diselesaikan tersebut berasal dan sengketa atas sebuah kontrak dalam
bentuk sebagai berikut :
|, Perbedaan penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa
a. kontroversi pendapat (controversy),
b kesalahan pengertian (musunderstanding),
¢. kendaksepakatan (disagreement),

r3

Pelanggaran peanjian (breach of contract), meliputi
a.  sah atau tidaknya kontrak.
b. berlaku atau tidaknya kontrak,
3. Pengakhiran kontrak ftermination of contract),
4. Klaim mengenai ganti rugl atas wanprestast atau perbuatan melawan
hukum

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta vang sering juga disebut
dengan  pengadilan  wasit, schingga para arbiter dalam peradilan  arbitrase
berfungsi memang lavaknya seorang wasit (referee).

Stephen H. Giffis membenkan pengertian mengenai “arbitrase sebagai
suatu pengajuan sengketa berdasarkan perjanjian antara para prhak kepada orang-
orang yang dipilih sendin oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan™
(Fuady, 2000:11),

17
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Arbitrase dimaksudkan sebagaimana menurut yang teriulis 1alah
memeriksa sesuatu atau mengambil keputusan mengenal faedahnva Proses yvang
oleh suatu perselisihan antar dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu
pihak atau lebih vang ndak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan
mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau
arbitrator tersebut dapat dipilih ech pihak-pihak rtu sendin atau boleh ditunjuk
oleh suatu badan vang lebih tinggi (Pengadilan Negen atau lembaga arbitrase)
vang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitrase kedua
belah pihak vang bertentangan ttu sebelumnya telah menyetujui akan menerima
keputusan arbitrator

Menurut UL Arbitrase No.30 Tahun 1999 yang dimaksud dengan
“arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pithak yvang bersengketa™ (pasal | angka | ULl Arbitrase No.30 Tahun 1999).

Lebih terperinci lagi diberikan batasan arbitrase vaitu peradilan swasta di
luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam duma perusahaan
Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendin secara sukarela oleh
pihak-pihak pengusaha vang bersengketa,  Penyelesaian  sengketa di  luar
Pengadilan Negeri merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas im
dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat scbelum atay
sesudah terjadi sengketa sesuail dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum
perdata ( Abdulkadir Muhammad dalam Usman; 2002:3)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dilihat adanya
unsur-unsur yang terkandung di dalam arbitrase yaitu :

I, Adanya unsur penyelesaian sengketa di Juar peradilan umum,

3

Adanya para pihak;
Kesepakatan untukmenyelesatkan sengketa dengan arbitruse,
Adanya arbiter atau wasit,

Putusan arbitrase bersifat linal;

o v oA W

Putusan arbitrase harus ditaati dan dilaksanakan masing-masing pihak,
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7. Arbitrase menyangkut penyclesaian sengketa perdata.

{Purwosutpipto, 1983:1),

Rumusan pengertian arbitrase yang diberikan UU Arbitrase No 30 Tahun

1999, menjelaskan bahwa arbitrase lahir karena adanva penjanjian arbitrase. Lebih
lanjut pasal | angka 3 Ul Arbitrase no.30 Tahun 1999 membenkan pengertian
mengenai perjanjian arbitrase vaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase

yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum

timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendin vang dibuat para pihak
setelah timbul sengketa (Usman, 2002:19)

Perjanpian arbitrase dapat dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa

oleh para pthak, maka ada dua bentuk klausula arbitrase yaitu -

/.

Pactum de Compromittendo

Dibuat oleh para pthak sebelum lerjadi sengketa atau perselisihan secara
nyata. Para pihak sebelumnva telah sepakat untuk menyerahkan
penyelesaian sengketa atau perselisthannya yang mungkin akan terjadi di
kemudian han kepada lembaga arbitrase. Klausula arbitrase seperti ini
dapat dimuat dalam perjanpan pokok atau dalam suatu perjanjian
tersendin.

Acta Compromise

Dibuat setelah sengketa atau perselisthan tegadi sehubungan dengan
pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam penjanpian pokok, para pihak belum
mencantumkan klausula arbitrase, setelah terjadi sengketa dan para pihak
sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baru
dibuat perjanjian baru tersendin dan terpisah dan perjanjian pokok vang
berisikan penyerahan penyelesalan sengketa kepada arbitrase.

{(Usman, 2002:23),

b, Macam dan Sifat Arbitrase

Berdasarkan berbagmi kriteria, maka arbitrase dapat diklasifikasikan

sebagai berikut

1.

Klasifikasi arbitrase menurut kekuatan keputusannya

19
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Binding arbitration, pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan
keputusan yang bersifat tetap dan final.

Nem  bmnding arburation (advisory arbutration), para pihak vyang
hersengketa bersama-sama memilth pihak ketiga untuk memutus,
sedangkan para pihak tetap bebas untuk menerima atau menolak
putusan yang bersangkutan.

. Klasifikasi arbitrase menurut imisiatif untuk berarbitrase

Umumnya beracara dengan menggunakan arbitrase dipihh atas inisiatif

para pihak yang bersengketa melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum

atau seielah terjadi sengketa (voluntary arburation).

. Klasifikasi arbitrase menurut tempat persetujuan arbitrase

Apabila oleh para pihak dibuat suatu persetujuan tersendin yang khusus
untuk itu disebut akta kompromus (pasal 615 RV).
. Klasifikasi arbitrase menurut jems obvek sengketa

a.

Arbitrase  kualitas (qualuy arburation), suatu arbitrase vang
menyangkut fakta-fakta sehingga arbitrase harus jeli memilah-milah
fakta tersebut serta menginterpretasikan dan menganalisisnya;
Arbitrase teknis frechmcal arbitration), arbitrase vang menyangkut
hal-hal yang timbul dari penyusunan dan penafsiran kontrak,

Arbitrase campuran (mxed arbiration), sualu campuran antam
arbitrase yang berkenaan dengan fakta dan arbitrase yang berkenaan
dengan hukum.

. Arbitrase Khusus

Arbitrase khusus vang bersifat nasional sepertt

a
h

<.

d

Arbitrase khusus muamalat;

Arbitrase Khusus di bidang perdagangan,
Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan,
Arbitrase khusus di bidang lingkungan dup.

Arbitrase yang bersifat internasional sepert: ¢

.

Commodity Trade Arburation;

20
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b, Maritime Arbitration;

¢.  Agriculture Property Arbitration

(Fuady, 2000:61)

Selain itu, arbitrase mempunyai beberapa karaktenstik yuridis yaitu -

. Adanya kontroversi diantara para pihak,

Kontrovers: tersebut diajukan kepada arbiter;

Arbiter digjukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu,
misalnya lembaga arbitrase,

Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;

Dasar pengajuan sengketa arbitrase adalah perjanjian;

Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;

Setelah memerniksa perkara, arbiter akan membenkan putusan arbitrase
tersebut dan mengikal para pihak.

(Fuady, 2000:13).

¢. Syarat dan prinsip arbitrase

2

Arbitrase harus memiliki syarat-syarat mimmal sebagai berikut -

Badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiks: badan arbitrase;
Klausula atau kontrak arbitrase mengikat dan tidak dapat dibatalkan,
Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat fina! and binding dan hanya
dapat diinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal
yang sangat Khusus dan terbatas,

Badan-badan pengadilan konvensional harus dapat memperlancar tugas
arbitrase

(Fuady, 2000:13)

Syarat yurihs arbitrase menurut UU Arbitrase No 30 Tahun 1999 vaitu -
Para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase:

Dalam hal imbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat
tercatat, telegram, telex, fax, email, atau dengan buku ckspedisi kepada
termohon bahwa syarat arbitrase vang diadakan pemohon atau termohon

berlalu:

21
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Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase harus memuat dengan
jelas

a. nama dan alamat para pihak;

b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase vang berlaku.

perjanjian atau masalah vang menjadi sengketa:

d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut (apabila ada ),

e. cara penyelesaian vang dikehendaki;
Kesepakatan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dibuat dalam
suatu perjanjian tertulis yang ditandatangan oleh para pihak.
Arbitrase agar dapat menjadi badan penyelesaian sengketa yang baik,

menganut beberapa prinsip sebagai berikut -

ko

Efisien

Dibandingkan dengan  penyelesaian  sengketa melalui  badan-badan
peradilan umum, penyelesaian sengketa lewat arbitrase lebih efisien, vakni
efisien dalam hubungannya dengan wakiu dan biaya

Accessibilitay

Arbitrase harus terjangkau dalam arti biaya, waktu dan tempat.

Proteksi hak para pihak

Terutama pihak yang tidak mampu, misalnya untuk mendatangkan saksi
ahli  atau  untuk  menyewa pengacara terkenal, harus  mendapat
perlindungan yang wajar.

Final and binding

Keputusan arbitrase harus final and binding kecuali memang para pihak
tersebut tidak menghendaki demikian atau jika ada alasan-alasan yang
berhubungan dengan due process.

Fatr and just

Tepat dan adil untuk pihak bersengketa, sifat sengketa dan scbagainya.
Sesuai dengan sense of justice dan masyarakat

Dengan demikian akan lebith tejamin unsur deterrant dan si pelanggar
dan sengketa akan dapat dicepah
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7. Credibilitas
Para arbiter dan badan arbitrase yang bersangkutan, haruslah orang-orang
vang diakui kredibilitasnya, sehingga keputusannya akan lebih dihormati.
(Fuady, 2000:93)
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3.1 Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan Dalam Perjanjian Yang
Mencantumkan Klausula Arbitrase Menurut UL No.30 Tahun 1999
Undang-undang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk menentukan sendir acara dan proses arbitrase vang akan digunakan
dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 31 UL No.30 Tahun
1999 bahwa para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang akan
digunakan dalam pemenksaan sengketa. Pilthan acara dan proses pemeriksaan
terscbut harus dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam suatu perjanjian
(arbitrase), dengan svarat scpanjang hal terscbut tidak bertentangan dengan
ketemuan-ketentuan yang diatur dalam UU No 30 Tahun 1999,
Tahap penyelesaian sengketa menurut UU Arbitrase No.30 Tahun 1999
yaitu sebagai berikut
I Tahap |
Pertemuan langsung para pithak Putusan harus sudah diambil dalam
Jungka waktu 14 (empat belas) han sejak dimulainya penvelesaian

sengketa,

bt

l'ahap 2

Penunjukan dan penyelesaian oleh penasehat ahli atau mediator oleh para
pihak. Penaschat ahl atau mediator ini sudah harus mengambil keputusan
14 (empat belas) han sejak penunjukannya

3. Tahap 3

Penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian
sengketa. Dalam waktu 7 (tujuh) han setelah penunjukannva, mediator
sudah harus mulai bekena. Putusan dan mediator 1mr harus sudah diambil
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari scjak dimulainva pekerjaan

mediasi.

24
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4. Tahap 4
Penyelesaian oleh lembaga arbitrase atau oleh arbitase ad hoc. Jangka
wakiu penyelesaiannya 180 (seratus delapan puluh) han sejak arbiter
terbentuk.

Diantara tahap 3 dan tahap 4, ada dua proses vaitu pendaftaran dan pelaksanaan
Pendaltaran, merupakan pendaflaran Kesepakatan tertulis yang telah dicapai,
pendaftarannya dilakukan ke Pengadilan Neger dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) han sejak penandatanganan kesepakatan tersebut. Sedangkan pelaksanaan,
merupakan pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai, pelaksanaan tersebut
harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran
keputusan di Pengadilan Negen (Fuady, 2000:9).

Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih
peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa di antara
mereka, tanpa harus menggunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase
vang dipilih. Dalam hal tertentu, pemeriksaan sengketa melalw arbitrase juga
masih menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata, kecuali diatur secara
khusus dalam UU No.30 Tahun 1999 Sebagai contoh pasal 37 ayai (3) UL No 30
Tahun 1999 menentukan bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli di hadapan
arbiter atau mayehs arbitrase diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum
acara perdata.

Prosedur beracara di depan arbitrase menurut UL Arbitrase No.30 Tahun
1999 dapat dilakukan sebagai benkut :

. Pengajuan permohonan arbitrase oleh pemohon,

2

Pengangkatan arbiter,

Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;

Penyampaian satu salinan putusan kepada termohon;

Jawaban tertulis dari termohon diserahkan kepada arbiter,

Salinan jawaban diserahkan kepada termohon atas perintah arbiter,
Perintah arbiter agar para pthak menghadap arbitrase;

Para pthak menghadap arbitrase;

I S U SV S

Tuntutan balasan dan termohon;
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Pangggilan lag jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas,
Termohon tidak juga menghadap sidang. pemeriksaan diteruskan tanpa
kehadiran termohon (verstek) dan tuntutan dikabulkan;

Jika termohon hadir, diusahakan perdamaian oleh arbiter;

Proses pembuktian,

Pemeriksaan selesai dan ditutup, maksimal 180 (seratus delapan puluh)
hari sejak arbitrase terbentuk;

Pengucapan putusan;

Putusan diserahkan kepda para pihak,

Putusan ditenima oleh para pihak;

Koreksi, tambahan, pengurangan terhadap putusan;

Penyerahan dan pendafiaran putusan ke Pengadilan Neger;

Permohonan cksekusi didaftarkan di panitera pengadilan;

. Putusan dilaksanakan

Perintah ketua Pengadilan Negen jika putusan tidak dilaksanakan

(Fuady, 2000:144).

Hal-hal penting dalam proses pemeriksaan perkara olch pihak arbiter

menurut - UL Arbitrase  No.30 Tahun 1999 yaitu  sebagai  benkut

Pemenksaan tertutup

Ketentuan  acara perdata menentukan bahwa sidang pemeriksaan
pengadilan pada prinsipnya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain
It berarti, pemenksaan persidangan dilakukan di bawah pengawasan
publik, sehingga dapat menjamin lahimya pengadilan yang jujur, adil dan
beesih.  Apabila  prninsip imi dilanggar atau  ndak  dipenuhy, maka
mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yvang bersangkutan menurut
hukum. Kcharusan sidang pemeriksaan perkara arbitrase vang tertutup
merupakan salah satu cin dan prosedur arbitrase (pasal 27). Dengan
demikian kerahasiaan perkara dari para pihak tetap terjamin,

26
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2. Bahasa yang digunakan
Bahasa yang digunakan dalam proses pemenksaan oleh arbiter adalah
bahasa Indonesia (pasal 28) Penggunaan bahasa lain selain bahasa
Indonesia dapat dilakukan jika -
a. para pthak yang bersengketa sepakat utuk menggunakan bahasa lain

selain bahasa Indonesia dan hal tersebut disetujui oleh arbiter atau

majelis arbitrase vang bersangkutan;
b, terhadap arbitrase vang tidak berlaku UU No.30 Tahun 1999, misalnva
terhadap arbitrase internasional vang sering menggunakan bahasa

Inggris.

3. Keterlibatan para pihak
Pihak-pthak yang bersengketa mempunyai hak untuk diperlakukan secara
sama satu sama lain. Mercka diberi kesempatan yang sama untuk didengar
oleh arbiter dan juga dapat diwakil oleh kuasanya (pasal 29),

4. Keterlibatan pihak ketiga

Pihuk ketiga dapat ikut serta dan menggabungkan din dalam suatu proses

arbitrase dengan syarat -

a  terdapal unsur Kepentingan yang terkait dengan perkara yang
bersangkulan;

b. keikutsertaannya disepakat oleh para pthak yang bersangkutan;

¢. keikutsertaannya disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase vang
bersangkutan.

{pasal 30)

5. Pengpgunaan acara arbitrase

Ada beberapa pilihan acara untuk suatu arbitrase vantu -

by

dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, para prthak bebas
menentukan sendin acara arbitrase yang digunakan dalam proses
penyelesatan sengketanya;

para pthak dapat memilih acara yang berlaku dan suatu lembaga
arbitrase  vang ada untuk menjadi acara arbutrase dalam

penyelesaian sengketanya,
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¢. jika para pihak tidak menentukan sendiri acara arbitrase, maka
berlaku ketentuan sebagal berikut
i. berlaku ketentuan dan lembaga arbitrase vang telah
diplih oleh para pihak;
1. jika tidak diptlih arbitrase lembaga, maka akan ditentukan
oleh arbiter:

d. para pihak menentukan sendin temang jangka waktu dan tempat
arbitrase,

c. apabila para pihak tidak menentukan jangka wakiu dan tempat
arbitrase, maka akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase;

Putusan provisi (putusan sela)

Termasuk ke dalam putusan sela adalah perintah penitipan barang kepada
pihak ketiga, menjual barang yang mudah rusak, dan lan-lain. Karcna
pelaksanaa putusan sela memerlukan jangka wakiu terientu, maka jangka
waktu pelaksanaan putusan sela ini di luar jangka wakiu arbitrase (pasal
48).

Jangka waktu arbitrase

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama
180 (seratus delapan puluh) han sejak arbiter atau majelis arbitrase
terbentuk (pasal 48 avat (1)) dan jangka waktu tersebut bisa diperpanjang
(pasal 33),

l.embaga arbitrase

a. arbitrase institusional, yaitu arbitrase  yang melembaga  yang
didinkan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu yang
sifatnya permanen dan sengaja dibentuk puna menyelesatkan
sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian,

b. arbitrase ad hoc, vaitu dibentuk secara khusus vang bersifat
insidentil untuk memeriksa dan memutus penvelesman sengketa
tertentu dalam jangka waktu tertentu. Setelah memutus sengketa,
maka arbitrase ad hoc 1m akan berakhir

28
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Terjemahan alat bukti
Apabila terdapat kesulitan dalam masalah bahasa. maka arbiter atau
majelis arbitrase dapat menerjemahkan ke dalam bahasa vang ditetapkan
oleh arbiter atau mejelis arbitrase.
Pemeriksaan lisan atau tertulis
Pada prinsipnya suatu pemenksaan arbitrase harus dilakukan secara
tertulis. Dapat dilakukan secara lisan jika memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut -

a.  disetujui oleh para pihak yang bersengketa;

b. dianggap perlu oleh pihak arbiter,

(pasal 36).
Penentuan tempat arbitrase

a. ditentukan sendiri oleh para pihak,

b. ditentukan oleh para arbiter,

c. jika yang dipilih arbitrase lembaga berlaku ketentuan lembaga

arbitrase tersebud:
d. pemeriksaan saksi dan saksi ahli dapat dilakukan di tempat tertentu

di luar tempat arbitrase,

1]

pemeriksaan setempat dapat dilakukan di tempat lokasi obyek yang
bersangkutan,
(pasal 37).

. Pemenksaan setempat

hlakukan di tempat lokasi obyek vang bersangkutan.
Sural tuntutan oleh pemohon
Surat tuntutan diajukan kepada pihak arbiter dalam jangka waktu vang
ditentukan yvang berisi -
a. identitas para pihak yaitu nama lengkap dan tempat tinggal atau
tempat kedudukan para pihak;
b. urman singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-
bukti pendukung,

29
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C. Isi tuntutan yang jelas.

(pasal 38).
Jawaban dan termohon
Alas sural tuntutan pemohon termohon dapat mengajukan bantahan
tertulisnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah termohon menenma
salinan tuntutan terscbut dan arbiter atau ketua majelis arbitrase (pasal
39).

. Penetapan han sidang

Hari sidang harus ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari sejak dikeluarkannya perintah agar para pihak atau Kuasanya
menghadap di depan sidang ( pasal 40 avat (2))

. Tuntutan balasan

Pengajuan tuntutan balasan oleh termohon dapat dilakukan dengan dua
cara }’Hlll.l .

a. diajukan dalam jawabannya,

b. dajukan selambat-lambatnya pada sidang arbitrase vang pertama.
Jika pemohon tidak datang menghadap
Berlaku ketentuan dimana tuntutan dinyatakan gugur dan tugas arbiter
atau majehis arbitrase dianggap selesar (pasal 43),

- Jika termohon tidak datang menghadap

Pemenksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnva pihak termohon (verstek)
dan tuntutan akan diterima seluruhva (pasal 44)

. Usaha perdamaian oleh arbiter

Perdamaian ditawarkan pada sidang pertama, apabila tercapai arbiter atau
majelis arbitrase akan membuat akta perdamaian yang berkekuatan fhal
dan mengikat (final and binding) dan memenntahkan para pihak untuk
melaksanakan isi perdamaian tersebut.

- Jika perdamanan tidak tercapai

Pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan oleh arbiter dan mulailah
dilakukan hal-hal sebagm berikut
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a. para pihak dalam jangka waktu tertentu diben kesempatan untuk
terakhir kalinya menjelaskan secara tertulis pendinan masing-
masing disertai dengan pengajuan bukti-bukti;

b. arbiter atau majclis arbitrase berhak meminta kepada para pihak
dokumen tambahan, bukti lain atau penjelasan secara tertulis dalam
jangka waktu tertentu

(pasal 46).
21. Pencabutan surat permohonan arbitrase ‘
Prosesnya adalah sebagai berikut . h
a. jika diajukan sebelum ada jawaban dan termohon, pemohon dapat |

mencabut surat permohoan arbitrase tanpa perlu persetujuan dan

pihak termohon;

b. jika sudah ada jawaban dan termohon, maka perubahan atau
penambahana atas surat tuntutan arbitrase hanya dapat dilakukan
Jika :

1. adanya persetujuan dari termohon,

il perubahan atau penambahan tersebut hanya menyangkut
hal-hal yang bersifat fakta, tidak menvangkut dasar
hukum dan permohonan.

(pasal 47)

22, Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter
Pemeriksaan sengketa di depan arbitrase harus diselesatkan dalam wakiu
paling lama 180 (scratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis
arbitrase dbentuk (pasal 48) dan jangka waku tersebut bisa diperpanjang
(pasal 33)
Sengketa yang dapat diselesaikan melalu arbitrase hanya sengketa di

bidang perdagangan dan mengenar hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang-undangan dikuasar sepenubnya oleh pihak yang bersengketa Jadi, ada
scngketa vang udak dapat diselesakan melalun arbitrase vaitu sengketa yang

menurut  peraturan  perundang-undangan  tdak  dapat diadakan perdamaian,

mehput
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. Segala sesuatu vang menyangkut hukum pidana;

Penilalan mengenai tingkal standar pelayanan jasa vang sudah
dipenjanjikan dan cukup jelas terinct,

Sengketa vang menyangkut penetapan tingkat faktor keamanan minimal
bag keandalan struktur dan komponen-komponennya;

Dokumen cara penanggulangan kegapalan teknis yang menyangkut
Judgemeni yang mutlak harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan
penanggulangan;

Peraturan atau perundangan yang menyangkul perlindungan atas
konsumen atau penguna jasa konstruksi,

Sengketa di sekitar pelaksanaan keabsahan dokumen yang tidak melalui
jalur vang telah discpakati;

Sengketa vang menyangkut tidak dijjinkannya menggunakan material
yang sudah melampauw batas waktu;

Sengketa yang menyangkut dasar-dasar kepercayaan vang diberikan;
Sengketa yang menvangkut kontroversial penggunaan hukum vang
bergerak sesuai dengan waktu, dimana antara lain mengenai tidak
dinkomodasikannya aspek-aspek tertentu vang baru kemudian diatur,
Sengketa yang menyangkut resiko vang diambil dan dikategonikan di
dalam aceepred risk,

Yang menyangkul sengketa teknis murni dimana faktor judpgemens, tingkat
safety, tingkat ketelitian, tingkat resiko vang mimimal harus dipenubt dan
tidak boleh dikompromikan

(Shahab, 2000:16)

Mengenar putusan arbitrase, terlebih dabulu perlu dibedakan antam

“pendapat arbitrase” dengan “putusan arbitrase”. “Pendapatl arbitrase” adalah
pendapat vang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang
dijukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau
hubungan hukum tertentu dart suatu perjanjian. Pendapat yang mengikat (hinding
opimion) i diberikan oleh suatu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa
Konsekuensi yundis dan adanya pendapat arbitrase im adalah bahwa para prhak
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terikat sepenuhnya terhadap pendapat tersebut sebagaimana keterikatannya atas
suatu kontrak vang bersangkutan Dengan demikian. apabila para pihak
melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti dia melanggar kontrak tersebut.

Berbeda dengan pendapat vang mengikat rhinding opinion) tersebut adalah
apa yang lazim disebut dengan “putusan arbitrase™ Putusan arbitrase ini lebih
sering diberikan oleh arbitrase (institusional waw ad hoc) dan diberikan terhadap
suatu sengketa diantara para pithak. Dengan demikian, vang membedakan putusan
dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa diantara para
pthak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa
tersebut

Dalam hal pengambilan putusan arbitrase dikenal empat macam sistem
yvantu sebagal berikut

I, Sistem musyawarah

Yang paling ideal adalah jika semua arbiter dalam suatu majelis arbitrase

dapat bermusvawarah dan semuanva secara bulat dapat menghasilkan

suntu putusan yang bulat dan utuh. Ini adalah yang pertamakali harus

diwpayakan apabila suatu putusan akan diambil Apabila jalan putusan

secara musyawarah im tidak berhasil, baru ditempuh cara-cara lain.

bt

Sistem mayoritas

Sistem mayoritas i dilakukan apabila ada perbedaan paham antara
masing-masing pthak arbiter. Mereka akan menggunakan sistem one man
one vote. Karena itu, jumlah arbiter selalu ganjil, sehingga voting bila
perlu dapat dilakukan.

3. Sistem perwasitan

Dengan  sistem  perwasitan  ini - dimaksudkan pika ternjadi  perbedaan
pendapal diantara pihak arbiter, maka salah satu diantaranya yang menjadi
pemutus. Dalam hal i, vang menjadi pemutus adalah arbiier yang ketiga
ini dianggap vang paling netral, Jelas sekali bahwa dengan sistem
perwasitan int kedudukan diantara pihak arbiter ndak sama tetapi dapat
menyelesaikan persoalan dalam banyak kasus meskipun tenadi perbedaan
diantara semua arbiter tersebut
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Sistem kombinasi antara mayoritas dengan perwasitan

Dalam hal ini, yang terutama dianut adalah sistem mavoritas. Akan tetapi,
apabila dengan sistem mayoritas tidak ditemukan suatu putusan dengan
alasan masing-masing arbiter memuliki pendapat vang berbeda, maka
dalam hal vang sangat khusus tersebut untuk menghindan dead lock
digunakan sistem perwasifan. Sistem kombinasi inilah vang banvak
dipakai oleh aturan-aturan arbitrase baik aturan di suatu negara ataupun
aturan dari lembaga-lembaga arbitrase.

(Fuady, 2000:102).

Ketentuan-ketentuan  sehubungan dengan persyaratan dari  putusan

arbitrase vaitu:

Apakah putusan dapat melebihn yang diminta oleh para pthak

Merupakan prinsip yang berlaku umum dalam suatu sistem peradilan
perdata bahwa pihak hakim yang memutus perkara ndak boleh memutus
melebihi dari vang dimintakan untuk diputus oleh para pthak. Dengan
demikian, dalam sistem KUHPerdata, kebenaran dan keadilan yang dicar
adalah kebenaran dan keadilan vang formil. Hal vang sama berlaku juga
terhaduap suatu putusan arbitrase.

Apakah putusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan Kepatutan fer
aequo et bono)

Pada prinsipnya suatu putusan arbitrase hanyalah didasarkan kepada
hukum semata. Jadi, arbiter tidak dapat memutuskan hanva berdasarkan
keadilan dan kepatutan semata Putusan yang berdasarkan keadilan dan
kepatutan  hanya dapat  dilakukan oleh para arbiter pika memang
dimintakan dengan tegas oleh para pithak. Dalam hal imi, pthak arbiter
dapat mengesampingkan aturan hukum sepamjang aturan hukum vang
dikesampingkan tersebut bukan merupakan hukum memaksa.

Apakah dapat diambil putusan secara voting jika tidak semua abiter
menyetujun 18 putusan tersebut

Dalam hal sengketa diperiksa oleh suatu majelis arbitrase, sudah barang

tentu tidak selamanys semua anggota majehs tersebut dapat menyetuju
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terhadap suatu putusan yang akan diambil Dalam hal terjadi perbedaan

pendapat antara arbiter tersebul, pendapal masing-masing arbiter vang

saling berbeda tersebut harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan
arbitrase vang bersangkutan.

Putusan arbitrase pada pnnsipnya bersifat final dan mengikat Tidak ada
banding atau kasasi. Memang ada upaya perlawanan ke Pengadilan Negen Upava
perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negen vang
dibatasi pada hal-hal sebaga benkut

I, Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
diyatuhkan, diakui palsu atau dinvatakan palsu;
Setelah putusan diambil, ditemukan semacam novum yakni ditemukan

dokumen vang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak

2

lawan;

3. Putusan arbitrase diambil dan hasil tipu muslihat vang dilakukan oleh
salah satu pthak dalam pemenksaan sengketa.

Terhadap putusan arbitase dapat dilakukan koreksi, penambahan,
pengurangan, atau pembatalan. Koreks: atas putusan arbitase adalah suatu hak
kepada  para pihak untuk mengajukan pembetulan-pembetulan terhadap suatu
putusan arbitrase. Koreksi hanya dapat dilakukan apabily memenuhi svarat-svarat
schagal berikut -

| Pengajuan koreksi hanya dapat dilakukan dalam jangka wakiu 14 (empal
belas) hari setelah putusan diterima;

2. Koreksi hanya dapat dilakukan atas kekeliruan administrauf dalam
putusan arbitrase, musalnya kekeliruan atas penulisan nama dan alamat
para pihak atau arbiter.

Pembatalan atas putusan arbitrase adalah suatu upaya hukum yang diberikan
kepada para pthak yang bersengketa untuk meminta kepada Pengadilan Negen
agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap scbagian is1 putusan
ataupun terhadap seluruh 151 putusan tersebut. Permohonan pembatalan tersebut
dapat dilakukan hanya dengan alasan-alasan sebagai benkut
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1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakw atau dinyatakan palsu;

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen vang bersifat menentukan,
yang disembunyikan oleh pihak lawan,

3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa

[R%]

Pembatalan merupakan suatu upaya hukum vang luar biasa. Oleh karena 1tu, tanpa
alasan-alasan yang spesifik, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase
tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada
prinsipnya suatu putusan arbitase adalah tingkat pertama dan terakhir (final and
hinding). Sedangkan pembatalan hanyalah semacam sefting aside. Terhadap
putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negen dapat
diajukan banding ke Mahkamah Agung Permohonan banding tersebut
harus dilakukan secara tertulis oleh para pthak vang ingin mengajukan banding
utau oleh kuasanya

Upava penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase
dapat digjukan dengan alasan-alasan sebaga berikut °

1. Di luar tuntutan

Dalam hal i para prthak yang bersengkets dapal meminia pengurangan

terhadap suatu  putusan  arbitrase  apabila  dalam  putusan  tersebut

dicantumkan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dituntut oleh pihak

lawan,

%]

Tidak mencakup tuntutan

Jika dalam suatu putusan arbitase ndak mencakup satu atau Iebih hal-hal
vang diminta untuk diputus, maka para pihak dapat meminta untuk
dilakukannya penambahan atas putusan tersebut

3. Ketentuan vang bertentangan

Para pihak dapat juga meminta penambahan ataupun pengurangan atas
suatu  putusan arbitrase apabila  dalam putwsan  arbitrase tersebut
terkandung ketentuan-ketentuan yang mengikat pihak tetapi ketentuan

yang satu bertentangan dengan ketentuan vang lan,
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3.2 Kewenangan Mahkamah Agung Mengadili Kepailitan Dalam
Perjanjian Managemen “Turnkey™ Yang Mencantumkan Klausula
Arbitrase Dalam Perkara No.013 PK/N/1999

Mengenai kewenangan mengadili perkara kepailitan yang mengandung
klausula arbitrase bersumber pada apakah Pengadilan Niaga berwenang mengadili
perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase tersebut sebab ULI No 4
Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
No.l Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan
Menjadi Undang-undang, membenkan kewenangan kepada Pengadilan Niaga
untuk menangani seluruh perkara vang berhubungan dengan permohonan
pernyataan pailit dan penundaan kewapban pembavaran utang Atau memadi
kewenangan arbitrase karena adanya klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut

ULl No4 Tahun 1998 telah menentukan pengadilan yang berwenang
memenksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang, Sebelum berlakunya UU No.4 Tahun 1998, yvang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Negen
Setelah berlakunya UU No4 Tahun 1998 maka vang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga
merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan
bertugas menangani, memeriksa, dan memutus sengkela terteniu di bidang
permiagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang.

Dalam praktek dunia peradilan di Indonesia, yunisprudensi telah mengakui
kompetenst absolut dan arbitrase untuk menvelesatkan sengketa vang tmbul dan
perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dengan dicantumkannya klausula
arbitrase dalam suatu penanyian dan suatu ketika timbul sengketa vang bersumber
dart perjanjpian tersebut, maka yang berwenang untuk mengadih sengketa tersebut
adalah badan arbitrase yang telah ditunjuk dalam perjanjian itu dan menyebabkan
Pengadilan Niaga tidak berwenang lagr untuk mengadih sengketa tersebut.

Hukum kepailitan merupakan sarana hukum yang disediakan untuk
mengupavakan penvelesatan masalah utang-piutang antara debitur dengan para
krediturnya. Dalam setiap penjanpan vang bensi hubungan hukum utang-prutang
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antara para pithak yang membuatnya, maka secara yuridis akan menimbulkan hak
bagi pihak kreditur untuk menagih hutang kepada debitur dan kewajiban debitur
untuk melunasi hutang tersebut kepada kreditur. Hak untuk menagh hutang m
timbul dan perjanjian utang-piutang, maka hak im hanva berlaku bagi para pihak
yang terikat dalam perjanjian utang-piutang dan tidak berlaku bagi pihak lain
vang tidak terikat dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Apabila timbul
perselisthan utang-piutang antara debitur dengan kreditur yang disebabkan debitur
tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya vang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih yang kemudian dinyatakan dalam bentuk sengketa perdata vang
berisi tuntutan pembayaran hutang debitur kepada krediturnya, hanva berlaku bag
kreditur yang menuntut pelunasan piutangnya tersebut dengan debitur yang terikat
dalam penanjan utang-piutang Schingga perselisthan utang-piutang vang
diwujudkan dalam bentuk sengketa perdata vang berisikan tuntutan pembayaran
hutang debitur kepada kreditur, selain dapat diajukan penvelesaiannva kepada
pengadilan juga dapat diajukan kepada arbitrase selaku peradilan swasta apabila
para pithak menghendakinya
Dalam rangka mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh
kreditur yang beriktikad buruk akan mengambil barang-barang debitur sebagai
pelunasan putangnya dan untuk mencegah agar debitur tidak mempriontaskan
salah satu kreditur sehingga merugikan kreditur lmnnya, maka diberlakukan
ketentuan hukum Kepailitan dalam usaha menjamin adanya ketertiban dan
keadilan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran hutang-hutang debitur kapada
para krediturnya (Situmorang dan Hendri Sockarso, 1994:6)
Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali mendasarkan putusannya
pada berbagar pertimbangan. Berdasarkan pasal 1 avat (1) UU No4 Tahun 1998,
debitur dapat dinyatakan paslit apabila memenuhi syarat-syarat sehagai berikut
I. adanya hutang;
2. adanya debitur,
3 mempunyail dua atau lebih kreditur,
4. tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagrh
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Pemohon | kepailitan telah berhutang kepada Termohon | kepailitan
sebesar US § 496.284 dan belum dibavar sama sekali. Termohon | kepailitan tidak
menyangkal adanya hutang tersebut.

Dalam permohonannva Pemohon 1 kepailitan mendalilkan bahwa ada dua
kreditur yaitu Pemohon | kepailitan PT Enindo dan Pemohon I kepailitan
Kelompok Tam Tambak FSSP Maserrociannae Ternyata ada novum baru berupa
surat pernyataan dan Ketua Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannac vang
pada intinya mengakui bahwa Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa
tanah meskipun belum lunas. Berarti kelompok Tani tidak dapat dikategorikan
sebagal kreditur schingga Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1998 tentang
syarat kepailitan tidak terpenuhi karena hanya ada satu kreditur yaitu P1 Enindo
saja. Unsur-unsur dalam pasal 1 avat (1) UU No4 Tahun 1998 berlaku secara
kumulatif, karena hanya satu unsur saja yang terpenuhi maka permohonan dan
Pemohon | (kreditur 1) patutlah ditolak.

[ samping itu, terdapat kesalahan berat dalam menerapkan pasal 8 ayat
(2) UU No.4 tahun 1998, Dalam pasal 8 ayat(2) ditentukan bahwa permohonan
kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) han terhitung sejak
tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Ternvata permohonan kasasi
yang diajukan oleh PT Emndo tersebut telah melampaui batas waktu, dimana
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.14/Pailiv1999/PN Niaga'Jkr Pst
ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 vyang berarti batas akhir pengajuan
permohonan kasasi adalah tanggal 7 April 1999, tetapi permohonan kasasi
diajukan pada tanggal 8 April 1999 sehingga Majelis Kasasi seharusnya menolak
permohonan tersebut tanpa perlu mempertimbangkan materi perkara.

Mengenal adanya Klausula arbitrase dalam perjanjian managemen turnkey
terscbut, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat
meskipun terdapat Klausula arbitrase tetapi sengketa tersebut tetap menjadi
kewenangan Pengadilan Niaga vang didasarkan pada pasal 280 ayat (1) dan ayat
(2) ULl No4 Tahun 1998 yang dipertegas dalam penjelasannva bahwa semua
permohonan pernyatasan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang
hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga
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Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali telah benar
mengambil keputusan menolak permohonan pailit dan Pemohon | PT Enindo dan
Pemohon 11 Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrociannac dengan
pertimbangan-perfimbangan sebagaimana disebutkan di atas. Penulis dalam hal
ini tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan
Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara tersebut karena dalam perjanjian
dicantumkan adanya klausula arbitrase. Hal im dapat diketahw dan perimbangan
Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi nomor 6 (enam) vang menyebutkan bahwa
sesual dengan ketentuan point 18.2 tentang klausula arbitrase terdapat kata “jika
pihak-pthak vang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan
dengan jalan/cara damai, dst” berarti klausula arbitase dapat digunakan scbhagai
alternatif apabila tidak terdapat penyvelesalan dengan jalan dama.

Penjelasan pasal 3 UU No.14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa
penyelesman perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalu wasit
(arbitrase) tetap diperbolehkan. Dengan demikian, telah jelas apabila dalam suatu
perjanjian dicantumkan Klausula arbitrase bark vang dibuat sebelum tenadi
sengketa maupun sctelah terjadi sengketa, berarti para pthak yang membuat
penjanpian tersebul menghendak: penyelesaian sengkelta vang timbul diantara
merekn untuk diselesaikan melalur arbitrase. Pasal 1338 KUHPer menyebutkan
bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagar undang-undang
bagi mereka yang membuatnya, berarti perjanjian managemen (urmkey yang
dibuat oleh para pihak yaitu antara PT Emindo dengan PT PPF vang di dalamnya
mencantumkan  klausula  arbitrase, mengikat para pihak  tersebut  untuk
melaksanakan isi perjanjian berupa persetujuan untuk menvelesaikan sengketa
yang tenadi diantara mercka melalnn arbitrase, dimana para pihak memberikan
wewenang kepada arbiter untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut
Dalam hal terjadi demikian, maka kewenangan untuk memenksa dan mengadili
sengketa  tersebut  merupakan  kewenangan absolut dari  arbitrase, yang
menyebabkan gugumya kewenangan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah
Agung untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut karena adanya klausula

arhitrase,
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut -

L

2.

Pada prinsipnya undang-undang membenkan kebebasan kepada para
pihak untuk menentukan sendin acara dan proses arbitrase vang akan
digunakan dalam pemenksaan sengketa tersebut vang harus dinyatakan
secara tegas dan tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase. dengan syarat
sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
vang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999,

Sebagai salah satu jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(non-litigasi), arbitrase mempunyai kewenangan absolut  untuk
menyelesatkan sengketa vang timbul dan penanjian arbitrase dimana hal
tersebut telah dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, sehingga
kewenangan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung untuk
memeriksa dan mengadili sengketa tersebut menjadi gugur,

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membenkan saran sebagai

berikut

]

U Kepailitan No.4 Tahun 1998 harus membenkan batasan yang tegas
mengenai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara
kepailitan apabila dalam suatu perjanpan dicantumkan klausula arbitrase,
menjadi kewenangan Pengadilan Niaga atau kewenangan arbitrase.
Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam mencan keadilan
scharusnya konsisten dalam menegakkan hukum sehingga udak teradi
kesalahan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa
vang timbul dari perjanjian arbitrase.
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